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PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK NAKAL BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

DWI PUTRI MELATI
Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai,
JI. Imam Bonjol No. 468 Langkapura, Bandar Lampung,
email : Dwiputri.melati@yahoo.com

ABSTRACT

Increasing child delinquency, the need for legal protection for minors who commit illicit acts
that need special handling. then the subject matter in this paper about the implementation of
legal protection for children who are caught criminal acts based on the law of the criminal
justice system of children. Problem approach using normative juridical approach (legal
research). In practice the law on the criminal justice system of children prioritizes the
restorative justice process using diversion. Law enforcers understand the special treatment of
bad boys who commit illicit acts. Brats should be given understanding and education in order

not to repeat negative actions again.

Key words: Children, Child Delinquency, Legal Protection

I. PENDAHULUAN
Setiap insan manusia pasti terbentuk
dari sebuah kepolosan, pembentukan

karakter dimulai sejak dini, bahkan sejak
dari dalam kandungan. Sehingga
pentingnya perlindungan hukum bagi anak-
anak, terutapa dilingkungan sekitar anak

sangat berperan besar terhadap
perkembangan karakter anak.
Anak-anak masih sangat rentan

terpengaruh terhadap keadaan sekitarnya,
baik itu positive maupun negative.
Perubahan-perubahan sosial yang di dalam
suatu masyarakat dapat terjadi oleh karena
bermacam-macam  sebab.  Sebab-sebab
tersebut dapat berasal dari masyarakat itu
sendiri  (intern)  muapun dari luar
masyarakat (ekstern). Sebagai sebab-sebab
intern antara lain dapat disebutkan misalnya
pertambahan penduduk; penemuan-
penemuan baru; pertentangan (conflict);
atau mungkin karena terjadinya suatu
revolusi. Sebab-sebab  ekstern  dapat
mencakup sebab-sebab yang berasal dari
lingkungan alam fisik, pengaruh
kebudayaan  lain,  peperangan  dan
seterusnya. Suatu perubahan dapat terjadi
dengan cepat apabila suatu masyarakat
lebih sering terjadi kontak komunikasi

dengan masyarakat lain, atau telah
mempunyai sistem pendidikan yang maju.
(Soerjono Soekamto, 1997:, him, 99)

Anak yang masih di bawah umur
mudah sekali terpengaruh dengan hal-hal
negative , sehingga mengakibatkan anak
jatuh kepada pergaulan dan perilaku yang
salah, masalah perilaku delinkuensi anak
semakin meningkat dengan perkembangan
zaman . Banyak periaku anak menjadi
tindakan  pelanggaran  yang dapa
meresahkan bukan hanya buat kaum anak-
anak bahkan sampai semua kalangan
terkena imbasnya. Anak memerlukan yang

pembinaan dan perlindungan dalam
rangka menjamin  pertumbuhan dan
perkembangan fisik, mental, dan sosial
secara  seimbang.  Pemerintah  telah
membuat beberapa peraturan perundang-
undangan guna melindungi hak dan
kepentingan anak-anak yang masih di
bawah umur.

Anak yang berkonfik dengan hukum
biasanya dikenal dengan anak nakal, namun
kenakaan anak biasanya terjadi akibat jiwa
anak yang belum stabil yang tidak bisa
membedakan mana yang benar dan mana
yang salah. Hak-hak anak sebagaimana
dimaksud  dalam  dokumen  hukum



mengenai perlindungan  hak-hak  anak
masih ~ belum  cukup ampuh bisa
menyingkirkan keadaan yang buruk bagi
anak. Penegakan hak-hak anak sebagai
manusia dan anak sebagai anak ternyata
masih memprihatinkan. problematika anak
sampai saat ini belum menarik banyak
pihak untuk membelanya. Kenyataannya,
tatanan dunia dan perilaku kehidupan
masyarakat masih menyimpan masalah
anak.(Muhammad Joni dan zulchaina Z
Tanamas, 1999: him, 1).

Semakin meningkatnya kenakalan
anak maka perlunya adanya perlindungan
hukum bagi anak di bawah umur yang
melakukan perbuatan terlarang yang perlu
penanganan khusus . maka seperti apakah
perlindungan hukum bagi anak dibawah
umur berdasarkan undang-undang sistem
peradilan pidana anak. Berdasarkan latar
belakang di atas permasalah dalam tulisan
ini adalah bagaimanakah implementasi
perlindungan hukum bagi anak yang terjerat
perbuatan pidana berdasarkan undang-
undang sistem peradilan pidana anak?
Metode Penelitian

Pendekatan masalah dengan
menggunakan pendekatan yuridis normatif
(legal  research). Pendekatan  yuridis
normatif adalah pendekatan yang menelaah
hukum sebagai kaidah yang dianggap
sesuai dengan penelitian yuridis normatif
atau penelitian hukum tertulis. Pendekatan
yuridis normatif dilakukan dengan cara
melihat, menelaah hukum serta hal yang
bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas
hukum, sejarah hukum, perbandingan
hukum, taraf sinkronisasi yang berkenaan
dengan masalah yang akan dibahas di
dalam penelitian ini.

Il. PEMBAHASAN
Perlindungan hukum

Perlindungan hukum adalah upaya
melindungi kepentingan seseorang dengan
cara mengalokasi kan suatu kekuasaan
kepadanya dan salah satu sifat sekaligus
tujuan dari hukum itu sendiri adalah
memberikan perlindungan kepada
masyarakat. Hal itu diwujudkan dalam

bentuk adanya kepastian hukum agar

masyarakat dapat menikmati hak-hak
yang diberikan sebagai perlindungan
hukum terhadap masyarakat. (Satjipto

Rahardjo, 1983, him, 121)

Beberapa arti hukum dari berbagai
macam sudut pandang yang dikemukakan
oleh Soedjono Dirdjosisworo
menggambarkan bahwa hukum tidak
semata-mata peraturan perundang-
undangan tertulis dan aparat penegak
hukum seperti yang selama ini dipahami
olehmasyarakat umum yang tidak tahu
tentang  hukum.  Tetapi hukum juga
meliputi hal-hal yang sebenarnya sudah
hidup dalam pergaulan  masyarakat.
(Soedjono Dirdjosisworo, 2008: him, 25-
43)

Perlindungan Hukum adalah
perlindungan akan harkat dan martabat
manusia serta pengakuan terhadap hakhak
asasi manusia yang dimiliki oleh subyek
hukum berdasarkan ketentuan hukum dari
kesewenangan, Yyang bersumber pada
pancasila dan konsep negara hukum.
(Philipus M. Hadjon, 1987: him, 25).

Perlindungan hukum adalah
kegiatan untuk melindungi individu
dengan menyerasikan hubungan nilai-

nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma
dalam sikap dan tindakan dalam
menciptakan adanya ketertiban dalam
pergaulan hidup antara sesama manusia.
Muchsin, Perlindungan, 2003: him, 14).
Pengertian Anak

Anak  merupakan amanah dan
anugrah dari Tuhan Yang Maha Esa yang
dalam dirinya melekat harkat dan martabat
sebagai manusia seutuhnya. Setiap anak
mempunyai harkat dan martabat yang patut
dijunjung tinggi dan setiap anak terlahir
harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak
tersebut meminta. (Rika Saraswati, 2009:

him, 1).
Berdasarkan undang- undang sisem
peradian  pidan anak, Anak vyang

Berhadapan dengan Hukum adalah anak
yang berkonflik dengan hukum, anak yang
menjadi korban tindak pidana, dan anak
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yang menjadi saksi tindak pidana.Anak
yang Berkonflik dengan Hukum yang
selanjutnya disebut Anak adalah anak yang
telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi
belum berumur 18 (delapan belas) tahun
yang diduga melakukan tindak pidana.

Pada pasal 1 angka 1 undang-undang
perlindungan anak menerangkan, bahwa
anak adalah seseorang yang belum berusia
18 (delapan belas) tahun, termasuk anak
yang masih dalam kandungan

Anak adalah masa depan suatu
bangsa, oleh karena itu perlu dibina dan
dilindungi agar kelak anak-anak tersebut
tumbuh menjadi manusia pembangunan
yang berkualitas tinggi. Salah satu cara
pembinaan dan perlindungan adalah
dengan adanya hukum. (Syafruddin
Hasibuan, ttyh: him, 78).

Pengertian Tindak pidana

Perbuatan pidana, vyaitu sebagai
perbuatan yang oleh aturan hukum
pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang
dilarang. (Roeslan Saleh, 2011: him, 98).
kenakalan Remaja merupakan  gejala
patologis sosial pada remaja yang
disebabkan oleh satu bentuk pengabaian
sosial. (Kartini Kartono, 1988: him, 93).

Berdasarkan  pandangan  Pompe,
tindak pidana menjadi 2 (dua) definisi,
yaitu: (Tri Andrisman, 2007: him, 80-81.

Definisi menurut teori adalah suatu
pelanggaran  terhadap norma, yang
dilakukan karena kesalahan si pelanggar
dan diancam dengan pidana untuk
mempertahankan  tata  hukum  dan
menyelamatkan kesejahteraan umum.

Definisi  menurut hukum  positif
adalah suatu kejadian/feit yang oleh
peraturan  undang-undang  dirumuskan
sebagai perbuatan yang dapat dihukum

Tindak  pidana  berarti  suatu
perbuatan yang pelakunya  dapat
dikenakan hukuman pidana. Wirjono
Projodikoro, 1981:, him, 50)

Pengertian Pidana

Pidana adalah penderitaan yang
sengaja dibebankan kepada orang yang
melakukan perbuatan yang memenuhi

syarat-syarat tertentu.

him, 2).

Penderitaan sebagai akibat pidana
merupakan jalan keluar yang membebaskan
dan yang memberi kemungkinan bertobat
dengan penuh keyakinan. H.L. Packer
sebagaimana dikutip oleh Muladi dan Barda
Nawawi Arief dalam bukunya "The limits
of criminal sanction”, akhirnya
menyimpulkan antara lain sebagai berikut:
(Dwidja Priyatno, 2009: him, 155-156).

1) Sanksi pidana sangatlah diperlukan;
kita tidak dapat hidup, sekarang
maupun di masa yang akan datang, tanpa
pidana. (The criminal sanction is
indispensable; we could not, now or
in the foreseeable future, get along
without it)

2) Sanksi pidana merupakan alat atau
sarana terbaik yang tersedia, yang Kkita
miliki untuk menghadapi kejahatan-
kejahatan atau bahaya besar dan
segera serta untuk  menghadapi
ancaman-ancaman dari bahaya. (The
criminal sanction is the best available
device we have for dealing with gross
and immediate harms and threats of

(Soedarto, 1990:

harm)
3) Sanksi  pidana suatu  ketika
merupakan  'penjamin  yang  utama/

terbaik’ dan suatu ketika merupakan
‘pengancam Yyang utama' dari kebebasan
manusia. la merupakan penjamin apabila
diguna-kan secara hemat-cermat dan
secara  Mmanusiawi; ia  merupakan
pengancam, apabila digunakan secara
sembarangan dan secara paksa. (The
criminal sanction is at once prime
guarantor and prime threatener of
human freedom. Used providently and
humanely, it is guarantor; used
indiscriminately and coercively, it is
threatener).
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Perlindungan Hukum Bagi anak Nakal

Berdasarkan undang-Undang Sistem
Peradilan Pidana Anak
Semakin meningkatnya kemajuan

zaman, kemajuan teknologi, kenakalan anak
setiap tahun selalu meningkat yang dapat
kita lihat  semakin meningkatnya
pelanggaran-pelanggaran  atau tindakan
criminal yang dilakukan oleh anak-anak
yang tak jarang meresahkan masyarakat.
Anak yang masih di bawah umur mudah
sekali terpengaruh dengan hal-hal negative ,
sehingga mengakibatkan anak jatuh kepada
pergaulan dan perilaku yang salah, masalah
perilaku  delinkuensi  anak  semakin
meningkat dengan perkembangan zaman .
Banyak periaku anak menjadi  tindakan
pelanggaran yang dapa meresahkan bukan
hanya buat kaum anak-anak bahkan sampai
semua kalangan terkena imbasnya. Anak
memerlukan yang pembinaan dan
perlindungan dalam rangka menjamin
pertumbuhan dan perkembangan fisik,
mental, dan sosial secara seimbang.
Pemerintah telah membuat beberapa
peraturan  perundang-undangan  guna
melindungi hak dan kepentingan anak-anak
yang masih di bawah umur.

Kenakalan =~ Remaja merupakan  gejala
patologis sosial pada remaja yang
disebabkan oleh satu bentuk pengabaian
sosial. (Kartini Kartono, 1988: him, 93).

Perilaku menyimpang yang
dilakukan  olen  anak-anak  banyak
dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor,

mengingat tingkat kelabilan yang masih ada
dalam diri anak, menurut Romli
Atmasasmita dibagi menjadi 2  (dua)
kelompok motivasi, yaitu: (Wagiati
Soetodjo, 2006: him, 17)

1. Yang termasuk motivasi intrinsik dari

pada kenakalan anak-anak adalah :
1. Faktor intelegentia
Faktor usia
Faktor kelamin
Faktor kedudukan anak dalam
keluarga.

o

2. Yang termasuk motivasi ekstrinsik

adalah :
1. Faktor rumah tangga
2. Faktor pendidikan dan sekolah
3. Faktor pergaulan anak
4. Faktor mass media

Saat ini apabila anak melakukan
pelanggaran hukum, maka penerapan
hukumnya di lakukan dengan menggunakan
undang-undang sistem peradilan pidana
anak. Sistem Peradilan Pidana Anak
adalah keseluruhan proses penyelesaian
perkara Anak yang berhadapan dengan
hukum, mulai tahap penyelidikan sampai
dengan tahap pembimbingan setelah
menjalani pidana.

Berdasarkan undang-undang sistem
peradilan pidana anak dijelaskan bahwa
Anak yang Berhadapan dengan Hukum
adalah anak yang berkonflik  dengan
hukum, anak yang menjadi korban tindak
pidana, dan anak yang menjadi saksi
tindak pidana. Anak yang Berkonflik
dengan Hukum yang selanjutnya disebut
Anak adalah anak yang telah berumur 12
(dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18
(delapan  belas) tahun yang diduga
melakukan tindak pidana. Anak  yang
Menjadi Korban Tindak Pidana yang
selanjutnya disebut Anak Korban adalah
anak yang belum berumur 18 (delapan
belas) tahun yang mengalami penderitaan
fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi
yang disebabkan oleh tindak pidana. Hal
mengenai anak tersebut dapat kita lihat
dalam pasal 1 undang-undang sistem
peradilan pidana anak.

Adapun Jenis hukuman atau macam
ancaman hukuman dalam Pasal 10 KUHP
adalah sbb:

1. Pidana Pokok
a) Pidana Mati
b) Pidana Penjara
¢) Pidana Kurungan
d) Pidana Denda
e) Pidana Tutupan
2. Pidana Tambahan
a) Pencabutan hak-hak tertentu
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b) Perampasan barang-barang ter tentu
¢) Pengumuman putusan hakim

Namun terhadap pelaku
pelanggarannya adalah seorang anak,
pelaksanaan penegakan hukum tidak

menggunakan KUHP, melainkan undang-
undang khusus yakni undang-undang sistem
peradilan pidana anak.

Adapun pada pasal 2 UU SPPA
menjelaskan Sistem  Peradilan  Pidana
Anak dilaksanakan berdasarkan asas:

a. pelindungan;

b. keadilan;

¢. nondiskriminasi;

d. kepentingan terbaik bagi Anak;

e. penghargaan terhadap pendapat Anak;

f. kelangsungan hidup dan tumbuh
kembang Anak;

g. pembinaan dan pembimbingan Anak;

h. proporsional;

i. perampasan kemerdekaan dan
pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan
J- penghindaran pembalasan.

Pasa 3 UU SPPA mengatur hak — hak
anak, sbb:
a. diperlakukan secara manusiawi dengan

memperhatikan kebutuhan sesuai dengan
umurnya;

b. dipisahkan dari orang dewasa;

c. memperoleh  bantuan  hukum  dan
bantuan lain secara efektif;

d. melakukan kegiatan rekreasional;

e. bebas dari penyiksaan, penghukuman
atau perlakuan lain yang kejam, tidak
manusiawi, serta merendahkan derajat
dan martabatnya;

f. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana
seumur hidup;

g. tidak ditangkap, ditahan, atau
dipenjara, kecuali sebagai upaya
terakhir dan dalam waktu yang paling
singkat;

h. memperolen  keadilan  di  muka
pengadilan Anak yang objektif, tidak

j. memperoleh

memihak, dan dalam
tertutup untuk umum;

i. tidak dipublikasikan identitasnya;

pendampingan  orang
tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh
Anak;

k. memperoleh advokasi sosial;

I. memperoleh kehidupan pribadi;

m. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi
anak cacat;

n. memperoleh pendidikan;

0. memperoleh pelayananan kesehatan; dan

p. memperolen hak lain sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pada pelaksanaannya undang-undang
sistem peradilan pidana anak
mengutamakan pada proses keadilan
restorative dengan menggunakan diversi,
sebagaimana pasal 1 angka 6 dan 7:

Angka 6: Keadilan Restoratif adalah
penyelesaian  perkara tindak  pidana
dengan  melibatkan  pelaku,  korban,
keluarga pelaku/korban, dan pihak lain
yang terkait untuk bersama-sama mencari
penyelesaian yang adil dengan
menekankan pemulihan kembali pada
keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Angka 7: Diversi adalah pengalihan
penyelesaian perkara Anak dari proses
peradilan pidana ke proses di luar
peradilan pidana.

Adapun proses dilakukannya diversi

sidang yang

diatur dalam undang-undang  sistem
peradilan pidana, shb:
Pasal 6

Diversi bertujuan:

a. mencapai perdamaian antara korban dan
Anak;

b. menyelesaikan perkara Anak di luar
proses peradilan;

c. menghindarkan Anak dari perampas an
kemerdekaan;

d. mendorong
berpartisipasi; dan

e. menanamkan rasa tanggung jawab
kepada Anak.

masyarakat  untuk
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Pasal 7

(1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan,
dan pemeriksaan perkara Anak di
pengadilan negeri wajib diupayakan
Diversi.

(2) Diversi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan dalam hal
tindak pidana yang dilakukan:

a. diancam dengan pidana penjara di
bawah 7 (tujuh) tahun; dan

b. bukan merupakan pengulangan tindak

pidana.

Pasal 8

a. Proses Diversi dilakukan  melalui
musyawarah dengan melibatkan Anak
dan orang tua/Walinya, korban
dan/atau orang tua/Walinya,
Pembimbing Kemasyarakatan, dan

Pekerja Sosial Profesional berdasarkan
pendekatan Keadilan Restoratif.

b. Dalam hal diperlukan, musyawarah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan
Sosial, dan/atau masyarakat.

c. Proses Diversi wajib memperhati kan:

1. kepentingan korban;
2. kesejahteraan dan tanggung jawab

Anak;

penghindaran stigma negatif;

penghindaran pembalasan;

keharmonisan masyarakat; dan
kepatutan, kesusilaan, dan ke tertiban
umum.

Pasal 9
a. Penyidik, Penuntut Umum, dan

Hakim dalam melakukan Diversi harus
mempertimbangkan:

a. kategori tindak pidana;

b. umur Anak;

c. hasil penelitian kemasyarakatan dari
Bapas; dan

d. dukungan
masyarakat.

© ks~ w

lingkungan keluarga dan

2) Kesepakatan Diversi harus men
dapatkan persetujuan korban dan/atau
keluargaAnak

Korban serta kesediaan Anak dan
keluarganya, kecuali untuk:
a. tindak pidana yang berupa pelanggaran;
b. tindak pidana ringan;
c. tindak pidana tanpa korban; atau
d. nilai kerugian korban tidak lebih dari
nilai upah minimum provinsi setempat.
Pasal 10

a. Kesepakatan Diversi untuk
menyelesaikan  tindak pidana yang
berupa pelanggaran, tindak pidana
ringan, tindak pidana tanpa korban,
atau nilai kerugian korban tidak lebih
dari nilai upah minimum provinsi
setempat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 ayat (2) dapat
dilakukan  oleh  penyidik bersama
pelaku dan/atau keluarganya,
Pembimbing Ke masyarakatan, serta
dapat melibatkan tokoh masyarakat.

b. Kesepakatan  Diversi  sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
Penyidik atas rekomendasi

Pembimbing Kemasyarakatan dapat

berbentuk:

a. pengembalian kerugian dalam hal ada
korban;

b. rehabilitasi medis dan psikososial;
c. penyerahan kembali kepada orang

tua/Wali;

d. keikutsertaan dalam pendidikan atau
pelatihan di lembaga pendidikan
atau LPKS paling lama 3 (tiga)
bulan; atau

e. pelayanan masyarakat paling lama 3
(tiga) bulan.

Pasal 11

Hasil kesepakatan
berbentuk, antara lain:
a. perdamaian dengan atau tanpa ganti

kerugian;

Diversi  dapat
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b. penyerahan kembali
tua/Wali;

c. keikutsertaan dalam pendidikan atau
pelatihan di lembaga pendidikan atau
LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau

d. pelayanan masyarakat.

Pasal 12
(1) Hasil kesepakatan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 11 dituangkan
dalam bentuk kesepakatan Diversi.
(2) Hasil  kesepakatan  Diversi  se
bagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan oleh atasan langsung
pejabat yang bertanggung jawab di

kepada orang

setiap tingkat pemeriksaan ke
pengadilan negeri sesuai dengan
daerah  hukumnya dalam  waktu
paling lama 3 (tiga) hari sejak
kesepakatan dicapai untuk
memperoleh penetapan.

(3) Penetapan sebagaimana  dimaksud

pada ayat (2) dilakukan dalam waktu
paling lama 3 (tiga) hari terhitung
sejak diterimanya kesepakatan Diversi.

(4) Penetapan sebagaimana  dimaksud
pada ayat (3) disampaikan kepada
Pembimbing Kemasyarakatan,
Penyidik, Penuntut Umum, atau
Hakim dalam waktu paling lama 3
(tiga) hari sejak ditetapkan.

(5) Setelah menerima penetapan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
Penyidik  menerbitkan  penetapan
penghentian penyidikan atau
Penuntut Umum  menerbitkan
penetapan penghentian penuntutan.

Pasal 13

Proses peradilan pidana Anak dilanjut kan

dalam hal:

a. proses Diversi

kesepakatan; atau

b. kesepakatan Diversi tidak dilaksana kan.

Pasal 14

tidak menghasilkan

1) Pengawasan atas proses Diversi dan
pelaksanaan  kesepakatan yang
dihasilkan berada pada atasan langsung
pejabat yang bertanggung jawab di
setiap tingkat pemeriksaan.

2) Selama proses Diversi berlangsung
sampai  dengan kesepakatan Diversi
dilaksanakan, Pembimbing
Kemasyarakatan ~ wajib ~ melakukan
pendampingan,pembimbingan, dan
pengawasan.

3) Dalam hal kesepakatan Diversi tidak
dilaksanakan dalam  waktu  yang
ditentukan, Pembimbing
Kemasyarakatan segera melaporkannya
kepada pejabat yang bertanggung
jawab sebagai mana dimaksud pada ayat
1)

4) Pejabat yang bertanggung jawab
sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
wajib  menindaklanjuti laporan dalam
waktu paling lama 7 (tujuh) hari.

Ketika anak yang masih di bawah
umur 12 tahun melakukan pelanggaran

hukum maka UU SPPA mengatur sbb:
a. menyerahkannya  kembali kepada

orang tua/Wali; atau

b. mengikutsertakannya dalam program
pendidikan, pembinaan, dan
pembimbingan diinstansi  pemerintah
atau LPKS di instansi yang menangani
bidang kesejahteraan sosial, baik di
tingkat pusat maupun daerah, paling
lama 6 (enam) bulan.

Mengenai sanksi yang diberikan
kepada anak nakal, berdasarkan pasal 69
ayat (2) UUSPPA menjelaskan Anak yang
belum berusia 14 (empat belas) tahun
hanya dapat dikenai tindakan. Bagi anak
yang berusia 14 tahun lebih dapat
dijatuhkan pidana sebagaimana dalam pasal
71, sbb:

(1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:
a. pidana peringatan;

Perlindungan Hukum Bagi Anak Nakal Berdasarkan...(Dwi Putri Melati) 47



“Pidana  peringatan = merupakan
pidana ringan yang tidak
mengakibatkan pembatasan

kebebasan anak” pasal 72.
b. pidana dengan syarat:

“Pidana  dengan  syarat dapat

dijatuhkan oleh Hakim dalam hal

pidana penjara yang dijatuhkan

paling lama 2 (dua) tahun”. Pasal 73

c. pembinaan di luar lembaga;
“Pidana  pembinaan  di  luar
lembaga dapat berupa keharus an:
a. mengikuti program pembimbingan dan
penyuluhan  yang dilakukan oleh
pejabat pembina;
b. mengikuti terapi di rumah sakit jiwa;
atau
c. mengikuti  terapi akibat penyalah
gunaan alkohol, narkotika, psiko
tropika, dan zat adiktif lainnya”. Pasal
75
d. pelayanan masyarakat; atau

“Pidana  pelayanan masyarakat
merupakan pidana yang  dimaksudkan
untuk mendidik Anak dengan
meningkatkan kepeduliannya pada
kegiatan kemasyarakatan yang positif”
pasal 76.

e. pengawasan.

“Pidana pengawasan yang dapat
dijatuhkan  kepada Anak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b
angka 3 paling singkat 3 (tiga) bulan
dan paling lama 2 (dua) tahun” Pasal 77.

f. pelatihan kerja;

“Pidana pelatihan kerja
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71
ayat (1) huruf c¢ dilaksanakan di
lembaga yang melaksanakan pelatihan
kerja yang sesuai dengan usia Anak.”
Pasal 78
d. pembinaan dalam lembaga; dan
Pasal 80
(1) Pidana pembinaan di dalam lembaga

dilakukan di tempat pelatihan kerja

atau lembaga pembinaan  yang

diselenggarakan, baik oleh
pemerintah maupun swasta.

(2) Pidana pembinaan di dalam lembaga
dijatuhkan apabila ke adaan dan
perbuatan Anak tidakmembahayakan
masyarakat.

(3) Pembinaan dalam lembaga
dilaksanakan paling singkat 3 (tiga)

bulan dan paling lama 24 (dua
puluh empat) bulan.

C. penjara.

Pasa 81

(1) Anak dijatuhi pidana penjara di
LPKA apabila keadaan dan perbuatan

Anak akan membahaya kan
masyarakat.
(2) Pidana penjara yang dapat

dijatuhkan kepada Anak paling lama
1/2 (satu perdua) dari maksimum
ancaman pidana penjara bagi orang
dewasa.

(3) Pembinaan di LPKA dilaksana kan
sampai  Anak berumur 18 (delapan
belas) tahun.

(4) Anak yang telah menjalani 1/2 (satu
perdua) dari lamanya pembinaan di
LPKA dan berkelakuan baikberhak
mendapat kan pembebasan bersyarat.

(5) Pidana penjara terhadap Anak hanya
digunakan sebagai upaya terakhir.

(6) Jika tindak pidana yang dilakukan
Anak merupakan tindak pidana yang
diancam dengan pidana mati atau
pidana penjara seumur hidup,pidana
yang dijatuhkan adalah pidana penjara
paling lama 10 (sepuluh) tahun.

(2) Pidana tambahan terdiri atas:
a. perampasan  keuntungan  yang

diperoleh dari tindak pidana; atau
b. pemenuhan kewajiban adat.

Tindakan yang diberikan kepada anak
nakal berdasarkan undang- undang sistem
peradilan pidana anak adalah, sbb:
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Pasal 82

(1) Tindakan yang dapat

kepada Anak meliputi:

pengembalian kepada orang tua/Wali;

penyerahan kepada seseorang;

perawatan di rumah sakit jiwa;

perawatan di LPKS;

kewajiban mengikuti pendidikan

formal dan/atau pelatihan yang

diadakan oleh pemerintah atau badan

swasta;

f. pencabutan surat izin
dan/atau

g. perbaikan akibat tindak pidana.

(2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf
f dikenakan paling lama 1 (satu)
tahun.

(3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat diajukan oleh Penuntut
Umum dalam tuntutannya, kecuali

dikenakan

® a0 o

mengemudi;

tindak pidana diancam  dengan
pidana penjara paling singkat 7 (tujuh)
tahun.

(4) Ketentuan  lebih lanjut mengenai

tindakan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diatur dengan Peraturan
Pemerintah.

Pasal 83

1. Tindakan penyerahan Anak kepada

seseorang dilakukan untuk kepentingan
Anak yang bersangkutan.

2. Tindakan perawatan terhadap Anak
dimaksudkan untuk membantu orang
tua/Wali dalam mendidik dan
memberikan  pembimbingan  kepada
Anak yang bersangkutan.

I1l. PENUTUP

Bagi anak yang  melakukan
pelanggaran hukum, maka penerapan
hukumnya di lakukan dengan menggunakan
undang-undang sistem peradilan pidana
anak. Sistem Peradilan Pidana Anak
adalah keseluruhan proses penyelesaian

perkara Anak yang berhadapan dengan

hukum, mulai tahap penyelidikan sampai

dengan tahap pembimbingan setelah
menjalani pidana.

Pada pelaksanaannya undang-undang
sistem peradilan pidana anak
mengutamakan pada proses keadilan
restorative dengan menggunakan diversi.
Sebagai sarran dalam  tulisan ini
adalah:Penegak hukum memahami
penanganan khusus terhadap anak nakal
yang melakukan perbuatan terlarang, Anak
nakal harus diberikan pemahaman dan
pendidikan  agar tidak  mengulangi
perbuatan negative lagi
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6.

PEDOMAN PENULISAN

. Naskah bersifat orisinil, baik berupa hasil riset atau tinjauan atas suatu permasalahan hukum

yang berkembang di masyarakat (artikel lepas), dimungkinkan juga tulisan lain yang
dipandang memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum.

Penulisan terdiri atas beberapa bab.

Penulisan hasil penelitian terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu: Bab I Pendahuluan (Latar
Belakang dan Rumusan Masalah), Bab II Metode Penelitian, Bab III Hasil Penelitian dan
Analisis, Bab IV Penutup (Kesimpulan dan Saran).

Penulisan artikel lepas terdiri dari 3 (tiga) bab, yaitu: Bab I Pendahuluan (Latar Belakang
dan Rumusan Masalah), Bab II Pembahasan (Kerangka Teori dan Analisis), Bab III
Penutup (Kesimpulan dan Saran).

Tulisan menggunakan bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris yang memenuhi kaidah
bahasa yang baik dan benar. Tulisan menggunakan bahasa Indonesia disertai abstrak dalam
bahasa Inggris (200 kata) dan kata kunci, ketentuan ini berlaku sebaliknya.

Setiap kutipan harus menyebutkan sumbernya, dan ditulis pada akhir kutipan dengan
memberi tanda kurung (bodynote). Sumber kutipan harus memuat nama pengarang, tahun
penerbitan, dan halaman. Contoh: Satu penulis (Bagir Manan, 1994: 20), Dua penulis
(Jimly Asshidiqqie dan M.Ali Syafa’at, 2005:11), Tiga atau lebih penulis menggunakan
ketentuan et.al (dkk). Untuk artikel dari internet dengan susunan: nama penulis, judul
tulisan digaris bawah, alamat website, tanggal dan waktu doanload/ unduh, untuk artikel dari
internet harus mempertimbangkan keakuratarn data.

Naskah harus disertai dengan daftar pustaka atau referensi yang digunakan sebagai bahan
acuan langsung. Daftar pustaka atau referensi bersifat alfabetis dengan format: nama
pengarang, judul buku, nama penerbit, kota terbit, dan tahun penerbitan. Contoh: Bagir
Manan, Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945, Pustaka
Sinar Harapan, Jakarta, 1994.

Panjang tulisan antara 20-25 halaman, fontasi times new roman dengan 1,5 spasi. Dalam hal-
hal tertentu berlaku pengecualian panjang tulisan. Naskah dikitim dalam bentuk print out
dan file pada CD, dapat juga dikirim melalui email.

Naskah disertai biodata singkat per_mlis_. alamat lengkap dan lembaga tempat berafiliasi saat
ini, dan hal lain yang dianggap penting.
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